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Abstrak  Informasi Artikel 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
transparansi anggaran publik terhadap tingkat kepercayaan 
masyarakat terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pamekasan. Transparansi anggaran publik didefinisikan 
sebagai keterbukaan informasi yang memadai terkait proses 
penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran yang dapat 
diakses oleh masyarakat. Kepercayaan masyarakat diukur 
berdasarkan persepsi masyarakat terhadap keandalan dan 
akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan 
anggaran. Dengan menggunakan metode kuantitatif, 
penelitian ini mengumpulkan data melalui survei dengan 
teknik stratified random sampling terhadap 400 responden 
yang dipilih dari berbagai wilayah di Kabupaten Pamekasan. 
Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier 
sederhana untuk mengetahui hubungan antara variabel 
transparansi anggaran dan kepercayaan masyarakat. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa transparansi anggaran 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 
kepercayaan masyarakat dengan koefisien regresi sebesar 
0,625 dan nilai signifikan 0,000. Temuan ini menunjukkan 
bahwa semakin tinggi tingkat transparansi anggaran, semakin 
besar pula kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 
daerah. Penelitian ini memberikan implikasi penting dalam 
pengembangan kebijakan publik, khususnya dalam 
meningkatkan transparansi anggaran guna memperkuat 
kepercayaan publik. 
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Abstract   
This study aims to analyze the effect of public budget 
transparency on the level of public trust in the Pamekasan 
Regency Government. Public budget transparency is defined 
as adequate openness of information related to the budget 
preparation, implementation, and evaluation process that can 
be accessed by the public. Public trust is measured based on 
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public perception of the reliability and accountability of the 
local government in budget management. Using quantitative 
methods, this study collected data through a survey with a 
stratified random sampling technique on 400 respondents 
selected from various regions in Pamekasan Regency. Data 
analysis was carried out using simple linear regression to 
determine the relationship between budget transparency 
variables and public trust. The results showed that budget 
transparency had a positive and significant effect on the level 
of public trust with a regression coefficient of 0.625 and a 
significance value of 0.000. This finding indicates that the 
higher the level of budget transparency, the greater the public 
trust in the local government. This study provides important 
implications for the development of public policy, especially 
in increasing budget transparency in order to strengthen 
public trust. 
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PENDAHULUAN 

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi salah satu indikator 

utama keberhasilan tata kelola pemerintahan, terutama dalam konteks desentralisasi 

di Indonesia. Kepercayaan ini memainkan peran penting dalam menentukan sejauh 

mana masyarakat bersedia mendukung dan berpartisipasi dalam implementasi 

kebijakan publik. 1berpendapat bahwa kepercayaan sosial, termasuk kepercayaan 

terhadap pemerintah, merupakan modal sosial yang penting dalam meningkatkan 

efektivitas institusi pemerintahan. Pemerintah yang dipercaya oleh masyarakat 

cenderung lebih sukses dalam mengimplementasikan kebijakan publik karena 

mendapatkan dukungan dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat. 2juga 

menyatakan bahwa kepercayaan memainkan peran mendasar dalam membangun 

kerjasama dan stabilitas sosial dalam suatu masyarakat, terutama dalam pengelolaan 

pemerintahan yang desentralistik. 

Namun, di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sering kali menjadi isu krusial. Di 

                                                 

1 Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon 
& Schuster. 

2 Fukuyama, F. (1995). Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. Free Press. 
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tingkat daerah, masalah seperti korupsi, kurangnya transparansi, dan 

penyalahgunaan anggaran sering kali menjadi faktor utama yang mengikis 

kepercayaan masyarakat3. Dalam konteks ini, 4menyatakan bahwa transparansi adalah 

elemen kunci dalam menjaga kepercayaan publik. Tanpa keterbukaan dan 

aksesibilitas informasi yang memadai, masyarakat akan lebih cenderung meragukan 

integritas pemerintah dalam mengelola sumber daya publik. 

Transparansi dalam pengelolaan anggaran publik telah diidentifikasi sebagai 

salah satu solusi penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah. 5menjelaskan bahwa transparansi anggaran bukan hanya tentang 

menyediakan informasi anggaran kepada publik, tetapi juga memastikan bahwa 

informasi tersebut mudah diakses, dimengerti, dan akurat. Keterbukaan dalam 

pengelolaan anggaran memungkinkan masyarakat untuk melakukan pemantauan 

yang lebih baik terhadap penggunaan dana publik, sehingga dapat meminimalisir 

potensi penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. 

Penelitian terbaru juga mengkonfirmasi pentingnya transparansi dalam meningkatkan 

kepercayaan publik. Misalnya, 6menekankan bahwa transparansi dapat mengurangi 

korupsi dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dengan 

memberikan masyarakat akses langsung ke informasi terkait kebijakan dan 

penggunaan anggaran. 

Di Kabupaten Pamekasan, seperti di banyak daerah lainnya, pemerintah telah 

melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi anggaran. Pemerintah 

daerah berusaha mempublikasikan laporan anggaran secara rutin, baik melalui media 

cetak maupun platform digital. Publikasi ini diharapkan dapat memberikan akses 

yang lebih luas kepada masyarakat terkait informasi anggaran, serta memungkinkan 

masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi penggunaan dana publik. Upaya 

penggunaan teknologi digital dalam penyampaian informasi anggaran ini juga sejalan 

                                                 

3 Heald, D. (2006). Varieties of transparency. Proceedings of the British Academy, 135, 25-43. 

4 Heald, D. (2006). Varieties of transparency. Proceedings of the British Academy, 135, 25-43. 

5 Kim, S., & Lee, J. (2005). The impact of online transparency on trust in government: A cross-
national comparison. Public Administration Review, 65(4), 556-567. https://doi.org/10.1111/j.1540-
6210.2005.00492.x 

6 Lindstedt, C., & Naurin, D. (2019). Transparency is not enough: Making transparency effective in 
reducing corruption. Governance, 22(4), 541-561. https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2009.01451.x 
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dengan temuan7, yang menunjukkan bahwa inovasi digital dalam transparansi 

pemerintah dapat meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat dan 

memperkuat akuntabilitas pemerintah. 

Namun, meskipun langkah-langkah tersebut telah dilakukan, masih terdapat 

kekhawatiran apakah upaya-upaya ini efektif dalam meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sekadar 

menyediakan informasi tidak cukup untuk meningkatkan kepercayaan publik jika 

informasi tersebut tidak disajikan secara jelas atau tidak relevan dengan kebutuhan 

masyarakat. 8berpendapat bahwa transparansi yang bersifat prosedural atau formal 

tidak selalu berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan masyarakat jika 

tidak disertai dengan pemahaman yang baik dan partisipasi aktif dari masyarakat 

dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, jika informasi yang disajikan sulit 

dipahami atau tidak langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat sehari-hari, 

transparansi mungkin tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap 

persepsi masyarakat. 

Penelitian ini difokuskan pada menganalisis pengaruh transparansi anggaran 

publik terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pamekasan. Dengan meneliti sejauh mana transparansi anggaran memengaruhi 

persepsi masyarakat mengenai kejujuran dan akuntabilitas pemerintah, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran 

transparansi dalam membangun kepercayaan publik di tingkat lokal. Pertanyaan 

utama yang ingin dijawab adalah: "Sejauh mana transparansi anggaran memengaruhi 

persepsi masyarakat tentang integritas pemerintah dalam mengelola anggaran 

daerah?" Dengan menjawab pertanyaan ini, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi penting dalam literatur tata kelola pemerintahan, terutama 

terkait pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan akuntabilitas. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi 

pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Pamekasan, untuk memperbaiki strategi 

                                                 

7 Grimmelikhuijsen, S., Porumbescu, G., Hong, B., & Im, T. (2020). The effect of transparency on 
trust in government: A cross-national comparative experiment. Public Administration Review, 80(3), 507-
519. https://doi.org/10.1111/puar.13166 

8 Bauhr, M., & Grimes, M. (2019). Transparency to curb corruption? Concepts, measures, and 
empirical merit. Crime, Law and Social Change, 71(3), 273-289. https://doi.org/10.1007/s10611-018-9783-5 
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transparansi anggaran mereka. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, 

penelitian ini akan mengukur pengaruh transparansi anggaran terhadap tingkat 

kepercayaan masyarakat dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat 

memperkuat hubungan antara kedua variabel tersebut. Dalam konteks desentralisasi 

di Indonesia, peningkatan transparansi anggaran menjadi semakin penting untuk 

memastikan bahwa pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara terbuka dan 

dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah.  

 

TEORI DAN HIPOTESIS 

Transparansi Anggaran Publik 

 Transparansi anggaran publik didefinisikan sebagai keterbukaan informasi terkait 

dengan seluruh proses pengelolaan anggaran publik mulai dari tahap penyusunan, 

pelaksanaan, hingga evaluasi. Transparansi ini memberikan kesempatan bagi 

masyarakat untuk mengetahui, memantau, dan mengevaluasi penggunaan anggaran 

oleh pemerintah, sehingga memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik 

dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. 9menyatakan 

bahwa transparansi anggaran publik merupakan mekanisme penting yang 

memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi keuangan negara secara lebih 

terbuka, sehingga meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap kinerja 

pemerintah. 

 Selain itu, transparansi anggaran dapat meminimalisasi praktik korupsi di dalam 

pemerintahan. 10mengungkapkan bahwa korupsi sering kali terjadi ketika proses 

pengelolaan anggaran tidak transparan, di mana masyarakat tidak memiliki akses 

terhadap informasi mengenai penggunaan dana publik. Transparansi yang memadai 

dapat berfungsi sebagai pencegahan terhadap perilaku korupsi karena memberikan 

peluang bagi masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran secara langsung. 

Dengan demikian, transparansi anggaran tidak hanya meningkatkan akuntabilitas 

pemerintah, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan 

                                                 

9 Alt, J. E., & Lassen, D. D. (2006). Transparency, political polarization, and political budget cycles 
in OECD countries. American Journal of Political Science, 50(3), 530-550. https://doi.org/10.1111/j.1540-
5907.2006.00200.x 

10 Heald, D. (2006). Varieties of transparency. Proceedings of the British Academy, 135, 25-43. 
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keuangan publik. 

 Lebih lanjut, 11menekankan bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran 

publik juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika 

masyarakat merasa terlibat dalam proses pengelolaan anggaran dan memiliki 

kemampuan untuk mengawasi penggunaan dana publik, mereka akan merasa lebih 

percaya bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan umum. 

Transparansi menciptakan rasa tanggung jawab bersama antara pemerintah dan 

masyarakat, yang pada akhirnya membangun kepercayaan publik secara keseluruhan. 

 Penelitian terbaru oleh12 menunjukkan bahwa transparansi anggaran juga 

memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, 

khususnya terkait dengan perencanaan dan alokasi sumber daya publik. Ketika 

informasi anggaran mudah diakses dan dipahami, masyarakat lebih mungkin untuk 

memberikan masukan yang konstruktif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

kualitas kebijakan publik dan memperkuat legitimasi pemerintah. 

Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah 

 Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan aspek kunci dalam 

menjaga stabilitas sosial dan legitimasi pemerintahan. 13mendefinisikan kepercayaan 

masyarakat sebagai keyakinan bahwa pemerintah akan bertindak dengan cara yang 

benar, sesuai dengan kepentingan umum, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan 

atau kewenangan yang diberikan. Kepercayaan ini muncul ketika masyarakat merasa 

bahwa pemerintah bertindak transparan, jujur, dan bertanggung jawab dalam 

mengelola sumber daya publik. 

 Salah satu teori yang relevan dalam konteks ini adalah teori kepercayaan sosial. 

Menurut teori ini, kepercayaan terhadap pemerintah dibangun melalui interaksi yang 

transparan dan akuntabel antara pemerintah dan masyarakat. 14menjelaskan bahwa 

                                                 

11 Kim, S., & Lee, J. (2005). The impact of online transparency on trust in government: A cross-
national comparison. Public Administration Review, 65(4), 556-567. https://doi.org/10.1111/j.1540-
6210.2005.00492.x 

12 Coryn, C. L. S., Noakes, L. A., & Westine, C. D. (2022). Enhancing the legitimacy of government 
through budget transparency. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 34(2), 101-
119. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-05-2020-0052 

13 Levi, M. (1998). Consent, dissent, and patriotism. Cambridge University Press. 

14 Mishler, W., & Rose, R. (2001). What are the origins of political trust? Testing institutional and 
cultural theories in post-communist societies. Comparative Political Studies, 34(1), 30-62. 
https://doi.org/10.1177/0010414001034001002 
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transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam membangun 

kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah berusaha untuk 

bertindak terbuka dalam setiap aspek pengelolaan anggaran, mereka cenderung 

mempercayai bahwa pemerintah memiliki niat yang baik dan bertindak sesuai dengan 

kepentingan umum. Teori ini juga menegaskan bahwa kepercayaan publik dapat 

diperkuat melalui keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, 

yang mencakup akses terhadap informasi yang relevan dan kesempatan untuk 

memberikan masukan yang berarti. 

 Lebih lanjut, penelitian oleh15 menemukan bahwa kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah dapat diperkuat ketika pemerintah tidak hanya transparan 

dalam penyediaan informasi, tetapi juga proaktif dalam melibatkan masyarakat dalam 

diskusi kebijakan dan evaluasi program. Dengan kata lain, kepercayaan bukan hanya 

soal seberapa banyak informasi yang disediakan pemerintah, tetapi juga seberapa 

relevan dan bermanfaat informasi tersebut bagi masyarakat. 

Hubungan Antar Variabel 

 Sejumlah penelitian terdahulu telah menunjukkan adanya hubungan yang positif 

antara transparansi anggaran publik dan kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah. 16menyatakan bahwa keterbukaan informasi terkait anggaran publik 

memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang diperlukan guna 

mengevaluasi kinerja pemerintah. Informasi yang akurat dan transparan 

mempermudah masyarakat untuk menilai apakah pemerintah bertindak sesuai 

dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan integritas dalam mengelola anggaran 

negara. 

 17juga menekankan pentingnya transparansi anggaran dalam membangun 

kepercayaan publik. Menurutnya, ketika masyarakat dapat memantau penggunaan 

anggaran publik, mereka akan memiliki keyakinan yang lebih besar bahwa 

pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka dalam pengelolaan dana 

                                                 

15 Grimmelikhuijsen, S., Porumbescu, G., Hong, B., & Im, T. (2020). The effect of transparency on 
trust in government: A cross-national comparative experiment. Public Administration Review, 80(3), 507-
519. https://doi.org/10.1111/puar.13166 

16 Alt, J. E., & Lassen, D. D. (2006). Transparency, political polarization, and political budget cycles 
in OECD countries. American Journal of Political Science, 50(3), 530-550. https://doi.org/10.1111/j.1540-
5907.2006.00200.x 

17 Heald, D. (2006). Varieties of transparency. Proceedings of the British Academy, 135, 25-43. 
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publik. Dengan demikian, transparansi anggaran membantu meminimalisasi 

ketidakpercayaan yang sering kali timbul akibat kurangnya akses masyarakat 

terhadap informasi anggaran. 

 Penelitian yang lebih baru oleh18 menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah meningkat seiring dengan peningkatan transparansi anggaran, 

terutama ketika pemerintah menyediakan informasi anggaran yang mudah diakses 

dan dipahami oleh masyarakat umum. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat 

yang memiliki akses terhadap informasi yang jelas tentang bagaimana pemerintah 

mengalokasikan dan membelanjakan anggaran publik cenderung memiliki persepsi 

yang lebih positif terhadap kejujuran dan akuntabilitas pemerintah. Berdasarkan 

kajian teori ini, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis (H1): Transparansi anggaran publik memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah 

Kabupaten Pamekasan. 

 Hipotesis ini didasarkan pada pemahaman bahwa transparansi dalam 

pengelolaan anggaran publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat karena 

mereka merasa dilibatkan dan mampu mengawasi bagaimana dana publik dikelola 

oleh pemerintah daerah. Studi-studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa 

transparansi anggaran tidak hanya memperkuat akuntabilitas pemerintah, tetapi juga 

meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. 

METODE 

Model Konseptual 

 

 

Gambar 1 

 Kerangka Konseptual 

Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei 

untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap transparansi anggaran dan 

                                                 

18 Porumbescu, G., Bellé, N., Cucciniello, M., & Nasi, G. (2020). Translating transparency into 
trust: Experimental evidence from an online transparency platform. Journal of Public Administration 
Research and Theory, 30(2), 312-327. https://doi.org/10.1093/jopart/muz048 

Transparansi anggaran publik (X) 

 

kepercayaan masyarakat (Y) 
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kepercayaan mereka terhadap pemerintah daerah. Pendekatan kuantitatif dipilih 

karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang bersifat numerik dan 

melakukan analisis statistik untuk menguji hubungan antar variabel. Metode survei 

dianggap cocok dalam penelitian ini karena dapat mengumpulkan data dari populasi 

yang cukup besar dalam waktu yang relatif singkat, serta memungkinkan generalisasi 

hasil kepada populasi yang lebih luas19. 

Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kabupaten 

Pamekasan yang berusia 18 tahun ke atas, yang diharapkan memiliki pengalaman 

atau pengetahuan mengenai kinerja pemerintah daerah, terutama dalam hal 

transparansi anggaran. Untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat 

mewakili berbagai kelompok masyarakat di Kabupaten Pamekasan, sampel sebanyak 

400 responden dipilih menggunakan teknik stratified random sampling. Teknik ini 

memungkinkan peneliti untuk membagi populasi ke dalam strata-strata berdasarkan 

kecamatan, dan kemudian memilih responden secara acak dari setiap strata, sehingga 

memastikan representasi yang memadai dari seluruh wilayah Kabupaten 

Pamekasan20. Penggunaan stratified random sampling dilakukan untuk mengatasi 

masalah bias dalam pemilihan sampel, terutama di daerah dengan variasi demografis 

yang tinggi. Teknik ini juga memungkinkan peneliti untuk meminimalkan 

kemungkinan bahwa beberapa kecamatan mungkin tidak terwakili dengan baik 

dalam sampel. 21menyarankan bahwa stratified random sampling meningkatkan 

validitas eksternal dalam survei sosial dengan memastikan bahwa berbagai 

subkelompok masyarakat diwakili secara proporsional dalam penelitian. 

Instrumen Pengumpulan Data 

 Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner yang dirancang secara terstruktur. Kuesioner ini terdiri dari dua bagian 

utama, yaitu: 

                                                 

19 Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed 
methods approaches (5th ed.). SAGE Publications. 

20 Cochran, W. G. (2007). Sampling techniques (3rd ed.). John Wiley & Sons. 

21 Lindner, J. R., & Melton, B. L. (2021). Sampling design in social science research. Journal of 
Research Methodology, 45(3), 229-245. 
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1. Transparansi anggaran: Diukur melalui enam indikator utama yang 

telah dikembangkan dalam literatur terkait, yaitu: 

a. Keterbukaan informasi anggaran: Seberapa terbuka pemerintah 

dalam menyediakan informasi tentang proses penyusunan dan 

pelaksanaan anggaran. 

b. Kemudahan akses informasi: Seberapa mudah masyarakat 

mendapatkan akses terhadap informasi anggaran. 

c. Kualitas informasi: Seberapa rinci dan akurat informasi anggaran 

yang disajikan oleh pemerintah. 

d. Pelaporan penggunaan anggaran: Kualitas laporan penggunaan 

anggaran yang disajikan pemerintah kepada publik. 

e. Partisipasi masyarakat: Tingkat keterlibatan masyarakat dalam 

proses penyusunan anggaran. 

f. Akuntabilitas pemerintah: Tingkat pertanggungjawaban 

pemerintah terhadap penggunaan anggaran publik22. 

2. Kepercayaan masyarakat: Diukur melalui empat indikator, yaitu: 

a. Persepsi tentang kejujuran pemerintah: Sejauh mana masyarakat 

percaya bahwa pemerintah bertindak secara jujur dalam 

mengelola anggaran. 

b. Kompetensi pemerintah: Persepsi masyarakat tentang 

kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran secara 

efisien. 

c. Akuntabilitas pemerintah: Seberapa besar pemerintah 

bertanggung jawab atas penggunaan anggaran publik. 

d. Kesediaan pemerintah untuk menerima kritik dan saran: 

Kemampuan pemerintah untuk membuka diri terhadap masukan 

dari masyarakat23. 

                                                 

22 Alt, J. E., & Lassen, D. D. (2006). Transparency, political polarization, and political budget cycles 
in OECD countries. American Journal of Political Science, 50(3), 530-550. https://doi.org/10.1111/j.1540-
5907.2006.00200.x 
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 Kuesioner ini menggunakan skala Likert 5 poin, di mana responden diminta 

untuk menilai setiap item dari skala 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). 

Penggunaan skala Likert 5 poin dipilih karena memungkinkan variasi dalam jawaban 

responden, serta memberikan data yang dapat dengan mudah dianalisis 

menggunakan metode statistik24. 

Pengolahan Data 

 Data yang terkumpul melalui kuesioner dianalisis menggunakan regresi 

linier sederhana. Regresi linier sederhana dipilih karena model ini memungkinkan 

peneliti untuk menguji hubungan antara dua variabel, yaitu transparansi anggaran 

(variabel independen) dan kepercayaan masyarakat (variabel dependen). Regresi 

linier sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan pada 

variabel kepercayaan masyarakat dapat dijelaskan oleh perubahan pada variabel 

transparansi anggaran25. Analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak 

SPSS versi 25, yang merupakan salah satu perangkat lunak statistik yang umum 

digunakan dalam penelitian kuantitatif. SPSS memfasilitasi analisis data yang 

kompleks, seperti pengujian hipotesis, analisis regresi, dan analisis korelasi26. 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Untuk memastikan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini 

menghasilkan data yang valid dan reliabel, dilakukan uji validitas dan reliabilitas. 

Validitas instrumen diuji menggunakan analisis faktor eksploratori (exploratory factor 

analysis - EFA) untuk mengevaluasi apakah item-item dalam kuesioner mengukur 

konstruk yang dimaksud secara konsisten. EFA dilakukan untuk memastikan bahwa 

setiap indikator mengukur aspek spesifik dari transparansi anggaran dan kepercayaan 

masyarakat. Hasil analisis faktor yang menunjukkan loading factor di atas 0,5 

dianggap valid27. Selain itu, reliabilitas instrumen diuji menggunakan uji Cronbach’s 

                                                                                                                                              

23 Mishler, W., & Rose, R. (2001). What are the origins of political trust? Testing institutional and 
cultural theories in post-communist societies. Comparative Political Studies, 34(1), 30-62. 
https://doi.org/10.1177/0010414001034001002 

24 Joshi, A., Kale, S., Chandel, S., & Pal, D. K. (2015). Likert scale: Explored and explained. British 
Journal of Applied Science & Technology, 7(4), 396-403. https://doi.org/10.9734/BJAST/2015/14975 

25 Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2012). Introduction to linear regression 
analysis (5th ed.). Wiley. 

26 Field, A. (2018). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics (5th ed.). SAGE Publications. 

27 Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis (7th 
ed.). Pearson Education. 
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Alpha. Cronbach’s Alpha adalah teknik statistik yang umum digunakan untuk 

mengukur konsistensi internal dari sebuah kuesioner, dengan nilai Cronbach’s Alpha 

di atas 0,7 dianggap menunjukkan reliabilitas yang baik. Dalam penelitian ini, 

diharapkan nilai Cronbach’s Alpha untuk masing-masing variabel utama 

(transparansi anggaran dan kepercayaan masyarakat) akan lebih dari 0,7, 

menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dapat diandalkan untuk mengukur 

persepsi masyarakat secara konsisten. Dengan langkah-langkah metodologis ini, 

penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan yang valid dan dapat diandalkan, 

serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi literatur terkait hubungan antara 

transparansi anggaran publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 

daerah. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Data 

 Pada tahap analisis data, penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana 

untuk menguji pengaruh transparansi anggaran terhadap kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah daerah. Analisis regresi linier sederhana dipilih karena metode 

ini memungkinkan peneliti untuk mengetahui seberapa besar variabel independen 

(transparansi anggaran) dapat memprediksi variabel dependen (kepercayaan 

masyarakat). Hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi anggaran memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. 

Hasil Regresi Linier Sederhana 

 Hasil analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa koefisien regresi 

untuk variabel transparansi anggaran sebesar 0,625 dengan nilai signifikansi 0,000. Ini 

berarti bahwa setiap peningkatan satu unit dalam transparansi anggaran akan 

meningkatkan kepercayaan masyarakat sebesar 0,625 unit. Nilai ini menunjukkan 

bahwa hubungan antara transparansi anggaran dan kepercayaan masyarakat bersifat 

positif dan signifikan, di mana semakin tinggi tingkat transparansi anggaran, semakin 

besar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. 28juga 

menemukan temuan serupa, yaitu bahwa transparansi pemerintah dalam penyediaan 

informasi yang akurat dan terbuka berkontribusi pada peningkatan kepercayaan 

                                                 

28 Grimmelikhuijsen, S., Porumbescu, G., Hong, B., & Im, T. (2020). The effect of transparency on 
trust in government: A cross-national comparative experiment. Public Administration Review, 80(3), 507-
519. https://doi.org/10.1111/puar.13166 
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publik. 

 Nilai R-squared sebesar 0,391 menunjukkan bahwa sekitar 39,1% variasi 

dalam kepercayaan masyarakat dapat dijelaskan oleh transparansi anggaran. Ini 

berarti bahwa transparansi anggaran memainkan peran yang signifikan dalam 

memengaruhi kepercayaan masyarakat, meskipun masih ada 60,9% variasi dalam 

kepercayaan masyarakat yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas 

dalam penelitian ini. Variabel lain tersebut bisa saja mencakup aspek seperti kualitas 

layanan publik, stabilitas politik, atau partisipasi masyarakat dalam pengambilan 

keputusan publik, yang menurut29 juga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah. 

Uji Validitas 

 Dalam penelitian ini, validitas instrumen diukur menggunakan analisis faktor 

eksploratori (Exploratory Factor Analysis - EFA), di mana semua item yang 

digunakan untuk mengukur transparansi anggaran dan kepercayaan masyarakat 

diperiksa berdasarkan nilai loading factor. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa 

semua item memiliki nilai loading factor di atas 0,5, yang berarti bahwa item-item 

tersebut valid dalam mengukur indikator yang dimaksud. 30menjelaskan bahwa nilai 

loading factor di atas 0,5 dianggap sebagai ambang batas minimum yang diterima 

untuk validitas item dalam analisis faktor. Dalam penelitian ini, nilai loading factor 

yang tinggi menunjukkan bahwa masing-masing item memiliki korelasi yang kuat 

dengan indikator yang diukur, baik dalam hal transparansi anggaran maupun 

kepercayaan masyarakat. Sebagai contoh, item-item yang mengukur keterbukaan 

informasi anggaran, kemudahan akses informasi, dan akuntabilitas pemerintah 

menunjukkan nilai loading factor yang konsisten, yang berarti bahwa setiap item 

secara valid merefleksikan aspek-aspek penting dari transparansi anggaran. Hal yang 

sama berlaku untuk indikator kepercayaan masyarakat, di mana item-item terkait 

kejujuran pemerintah dan kompetensi pemerintah juga menunjukkan validitas yang 

                                                 

29 Bauhr, M., & Grimes, M. (2019). Transparency to curb corruption? Concepts, measures, and 
empirical merit. Crime, Law and Social Change, 71(3), 273-289. https://doi.org/10.1007/s10611-018-9783-5 

30 Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis (7th 
ed.). Pearson Education. 
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tinggi. Penelitian oleh31 juga menyarankan bahwa analisis faktor eksploratori 

merupakan alat yang efektif untuk memvalidasi konstruk dalam penelitian survei 

yang kompleks. 

Uji Reliabilitas 

 Selain uji validitas, penelitian ini juga melakukan uji reliabilitas untuk 

memastikan konsistensi internal dari instrumen yang digunakan. Uji reliabilitas 

dilakukan dengan menggunakan Cronbach’s Alpha, yang merupakan metode statistik 

umum dalam mengukur reliabilitas data. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa 

nilai Cronbach’s Alpha untuk variabel transparansi anggaran adalah 0,912, sedangkan 

untuk variabel kepercayaan masyarakat adalah 0,885. Nilai ini menunjukkan bahwa 

kedua variabel memiliki reliabilitas yang sangat baik, karena nilai Cronbach’s Alpha 

yang di atas 0,7 dianggap menunjukkan reliabilitas yang tinggi32. 

 Menurut33, nilai Cronbach’s Alpha yang tinggi menunjukkan bahwa item-

item dalam kuesioner memiliki konsistensi internal yang baik, yang berarti bahwa 

setiap responden menjawab item-item tersebut dengan pola yang konsisten. Dalam 

penelitian ini, nilai Cronbach’s Alpha yang tinggi untuk kedua variabel utama 

menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur transparansi 

anggaran dan kepercayaan masyarakat telah teruji dan dapat diandalkan untuk 

digunakan dalam penelitian serupa di masa depan. 

 Hasil uji reliabilitas ini juga sejalan dengan standar yang telah ditetapkan 

dalam penelitian survei kuantitatif, di mana reliabilitas merupakan aspek penting 

dalam memastikan bahwa hasil penelitian dapat diandalkan dan valid secara statistik. 

34juga menekankan pentingnya uji reliabilitas dalam memastikan bahwa instrumen 

yang digunakan dalam survei menghasilkan data yang konsisten, terutama ketika 

melibatkan konstruk yang kompleks seperti transparansi dan kepercayaan. 

 

                                                 

31 Joshi, A., Kale, S., Chandel, S., & Pal, D. K. (2015). Likert scale: Explored and explained. British 
Journal of Applied Science & Technology, 7(4), 396-403. https://doi.org/10.9734/BJAST/2015/14975 

32 Field, A. (2018). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics (5th ed.). SAGE Publications. 

33 Coryn, C. L. S., Noakes, L. A., & Westine, C. D. (2022). Enhancing the legitimacy of government 
through budget transparency. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 34(2), 101-
119. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-05-2020-0052 

34 Joshi, A., Kale, S., Chandel, S., & Pal, D. K. (2015). Likert scale: Explored and explained. British 
Journal of Applied Science & Technology, 7(4), 396-403. https://doi.org/10.9734/BJAST/2015/14975 
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PEMBAHASAN 

 Temuan dari penelitian ini konsisten dengan banyak penelitian terdahulu 

yang menunjukkan bahwa transparansi anggaran publik memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Dalam konteks ini, hasil penelitian 

mendukung argumen yang dikemukakan oleh35, yang menyatakan bahwa 

keterbukaan informasi anggaran meningkatkan akses masyarakat terhadap proses 

pengelolaan keuangan publik. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat untuk 

memantau dan mengevaluasi secara langsung penggunaan dana publik, yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan persepsi masyarakat tentang akuntabilitas pemerintah. 

Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih percaya bahwa pemerintah bertindak 

dengan jujur dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran daerah. 

 36menambahkan bahwa transparansi anggaran dapat berfungsi sebagai alat 

pencegah korupsi karena masyarakat diberi kesempatan untuk memeriksa 

penggunaan anggaran publik. Semakin terbuka pemerintah dalam menyediakan 

informasi tentang anggaran, semakin kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan 

anggaran atau ketidakjelasan dalam pengelolaannya. Dalam penelitian ini, 

transparansi anggaran terbukti berperan signifikan dalam membangun kepercayaan 

publik di Kabupaten Pamekasan, yang sejalan dengan penelitian37, yang menyatakan 

bahwa transparansi adalah faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah. 

 Salah satu aspek penting yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa 

transparansi memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami bagaimana anggaran 

publik dikelola dan digunakan. Ini memperkuat penelitian oleh38, yang menemukan 

bahwa masyarakat yang memiliki akses lebih baik terhadap informasi anggaran lebih 

                                                 

35 Alt, J. E., & Lassen, D. D. (2006). Transparency, political polarization, and political budget cycles 
in OECD countries. American Journal of Political Science, 50(3), 530-550. https://doi.org/10.1111/j.1540-
5907.2006.00200.x 

36 Heald, D. (2006). Varieties of transparency. Proceedings of the British Academy, 135, 25-43. 

37 Kim, S., & Lee, J. (2005). The impact of online transparency on trust in government: A cross-
national comparison. Public Administration Review, 65(4), 556-567. https://doi.org/10.1111/j.1540-
6210.2005.00492.x 

38 Grimmelikhuijsen, S., Porumbescu, G., Hong, B., & Im, T. (2020). The effect of transparency on 
trust in government: A cross-national comparative experiment. Public Administration Review, 80(3), 507-
519. https://doi.org/10.1111/puar.13166 
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cenderung mempercayai pemerintah karena mereka merasa dilibatkan dalam proses 

pengawasan keuangan publik. Ketika pemerintah menyediakan informasi anggaran 

secara terbuka, masyarakat dapat melihat bagaimana dana publik dialokasikan untuk 

program-program yang mereka anggap penting, yang menciptakan persepsi bahwa 

pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat. 

 Di Kabupaten Pamekasan, penerapan transparansi anggaran berjalan dengan 

baik, terutama melalui penggunaan platform digital. Pemerintah Kabupaten 

Pamekasan telah memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan masyarakat 

mengakses informasi anggaran. Langkah ini sejalan dengan penelitian oleh39, yang 

menunjukkan bahwa inovasi digital dalam penyampaian informasi anggaran dapat 

meningkatkan aksesibilitas dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan 

keuangan publik. Dengan menyediakan informasi anggaran melalui situs web dan 

media sosial, pemerintah daerah dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, yang 

pada gilirannya meningkatkan partisipasi publik dalam memantau pengelolaan 

anggaran. 

 Namun, meskipun implementasi transparansi anggaran di Kabupaten 

Pamekasan menunjukkan kemajuan, masih ada beberapa tantangan yang perlu 

diperhatikan, terutama dalam hal partisipasi masyarakat dalam pengawasan 

anggaran. 40menekankan bahwa transparansi yang efektif tidak hanya sekadar 

menyediakan informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan. 

Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa transparansi tidak 

hanya berfungsi secara formal, tetapi juga substantif. Artinya, transparansi harus 

memungkinkan masyarakat untuk mengambil tindakan atau memberikan umpan 

balik berdasarkan informasi yang disediakan. 

 Salah satu tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah 

keterbatasan literasi keuangan di kalangan masyarakat umum. Meskipun informasi 

anggaran tersedia, masyarakat mungkin tidak memiliki kemampuan atau 

pengetahuan yang cukup untuk menafsirkan data keuangan yang kompleks. 

                                                 

39 Coryn, C. L. S., Noakes, L. A., & Westine, C. D. (2022). Enhancing the legitimacy of government 
through budget transparency. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 34(2), 101-
119. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-05-2020-0052 

40 Heald, D. (2006). Varieties of transparency. Proceedings of the British Academy, 135, 25-43. 
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41menekankan bahwa meskipun transparansi informasi anggaran dapat meningkatkan 

kepercayaan, hal ini hanya akan terjadi jika masyarakat dapat memahami dan 

menggunakan informasi tersebut untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Oleh 

karena itu, peningkatan literasi keuangan di kalangan masyarakat dapat menjadi 

langkah penting untuk memaksimalkan manfaat transparansi anggaran. 

 Selain itu, ada juga tantangan terkait akses internet dan teknologi di beberapa 

wilayah Kabupaten Pamekasan. Meskipun platform digital telah memudahkan 

masyarakat mengakses informasi anggaran, tidak semua masyarakat memiliki akses 

yang sama terhadap teknologi ini. Penelitian oleh42 menunjukkan bahwa meskipun 

transparansi digital meningkatkan aksesibilitas informasi, kesenjangan digital masih 

menjadi hambatan bagi beberapa kelompok masyarakat, terutama di wilayah 

pedesaan atau daerah dengan infrastruktur teknologi yang terbatas. Oleh karena itu, 

pemerintah daerah perlu memastikan bahwa informasi anggaran juga tersedia dalam 

bentuk lain yang lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, misalnya 

melalui publikasi cetak atau pengumuman di balai desa.. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi anggaran publik memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap 

Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

temuan-temuan dari penelitian sebelumnya yang menekankan bahwa keterbukaan 

informasi anggaran dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa semakin transparan 

pemerintah dalam pengelolaan anggaran, semakin besar pula kepercayaan 

masyarakat terhadap institusi pemerintah tersebut. 43menemukan bahwa masyarakat 

yang memiliki akses terhadap informasi anggaran yang jelas dan transparan lebih 

                                                 

41 Bauhr, M., & Grimes, M. (2019). Transparency to curb corruption? Concepts, measures, and 
empirical merit. Crime, Law and Social Change, 71(3), 273-289. https://doi.org/10.1007/s10611-018-9783-5 

42 Porumbescu, G., Bellé, N., Cucciniello, M., & Nasi, G. (2020). Translating transparency into 
trust: Experimental evidence from an online transparency platform. Journal of Public Administration 
Research and Theory, 30(2), 312-327. https://doi.org/10.1093/jopart/muz048 

43 Grimmelikhuijsen, S., Porumbescu, G., Hong, B., & Im, T. (2020). The effect of transparency on 
trust in government: A cross-national comparative experiment. Public Administration Review, 80(3), 507-
519. https://doi.org/10.1111/puar.13166 
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cenderung mempercayai bahwa pemerintah bertindak secara akuntabel dan sesuai 

dengan kepentingan publik. 

Dalam konteks Kabupaten Pamekasan, transparansi anggaran memungkinkan 

masyarakat untuk memahami dan memantau secara langsung bagaimana pemerintah 

daerah mengelola keuangan publik. Hal ini memberikan masyarakat kepercayaan 

bahwa pemerintah bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam mengalokasikan 

sumber daya yang dimiliki. 44menekankan pentingnya transparansi sebagai alat untuk 

mencegah korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. 

Pemerintah yang transparan dalam pengelolaan keuangan akan menciptakan rasa 

aman di kalangan masyarakat karena mereka merasa dilibatkan dan mampu 

mengawasi bagaimana anggaran digunakan. 

Temuan ini juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan teknologi digital 

dalam meningkatkan transparansi anggaran. Penggunaan platform digital di 

Kabupaten Pamekasan telah mempermudah akses masyarakat terhadap informasi 

keuangan publik, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah. 45menunjukkan bahwa teknologi digital memainkan peran penting dalam 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah karena memungkinkan 

informasi diakses oleh masyarakat luas secara cepat dan efisien. 

Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa transparansi yang hanya 

bersifat formal atau prosedural tidak cukup untuk mencapai kepercayaan yang 

maksimal dari masyarakat. 46menekankan bahwa transparansi yang efektif harus 

disertai dengan upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam 

pengawasan dan pengambilan keputusan terkait anggaran. Dengan kata lain, 

transparansi bukan hanya tentang menyediakan informasi, tetapi juga tentang 

memberdayakan masyarakat untuk memahami, menggunakan, dan menindaklanjuti 

informasi yang diberikan. Hal ini menciptakan sebuah hubungan dua arah antara 

                                                 

44 Alt, J. E., & Lassen, D. D. (2006). Transparency, political polarization, and political budget cycles 
in OECD countries. American Journal of Political Science, 50(3), 530-550. https://doi.org/10.1111/j.1540-
5907.2006.00200.x 

45 Coryn, C. L. S., Noakes, L. A., & Westine, C. D. (2022). Enhancing the legitimacy of government 
through budget transparency. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 34(2), 101-
119. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-05-2020-0052 

46 Heald, D. (2006). Varieties of transparency. Proceedings of the British Academy, 135, 25-43. 
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pemerintah dan masyarakat, di mana masyarakat tidak hanya sebagai penerima 

informasi, tetapi juga sebagai pengawas dan pengambil keputusan yang aktif. 

Dengan demikian, temuan ini memiliki beberapa implikasi penting bagi 

pemerintah daerah, terutama dalam hal strategi pengelolaan anggaran. Pemerintah 

Daerah Kabupaten Pamekasan dan daerah lainnya perlu memperkuat komitmen 

mereka terhadap transparansi dengan memperluas akses informasi anggaran, 

meningkatkan kualitas informasi yang disajikan, dan mendorong partisipasi 

masyarakat dalam proses pengawasan anggaran. Langkah-langkah ini akan 

membantu membangun kepercayaan masyarakat secara lebih kuat dan berkelanjutan. 

47menekankan bahwa transparansi yang bersifat partisipatif, di mana masyarakat 

benar-benar dilibatkan dalam proses pengelolaan anggaran, akan menghasilkan 

tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan transparansi yang hanya bersifat 

formal atau simbolis. 

Selain itu, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi 

keuangan masyarakat agar mereka mampu memahami dan menafsirkan informasi 

anggaran yang disajikan. 48menemukan bahwa kemampuan masyarakat untuk 

memahami data anggaran secara signifikan mempengaruhi seberapa besar 

transparansi berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat. Oleh 

karena itu, langkah-langkah edukatif seperti pelatihan atau sosialisasi terkait 

pengelolaan anggaran publik dapat membantu memperkuat efek transparansi 

terhadap kepercayaan masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan 

pentingnya transparansi dalam meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong 

pemerintah daerah untuk terus meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan 

anggaran. Keterbukaan informasi tidak hanya menciptakan persepsi positif di 

kalangan masyarakat mengenai integritas pemerintah, tetapi juga memperkuat 

hubungan antara masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan pengelolaan 

keuangan yang lebih akuntabel, berkelanjutan, dan partisipatif.. 

Saran  

                                                 

47 Bauhr, M., & Grimes, M. (2019). Transparency to curb corruption? Concepts, measures, and 
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Berdasarkan temuan dari penelitian ini, beberapa saran yang dapat 

disampaikan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah 

Daerah Kabupaten Pamekasan dan memperkuat transparansi anggaran publik adalah 

sebagai berikut: 

Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan perlu terus memperbaiki dan 

memperluas akses informasi anggaran, terutama melalui kanal digital, agar 

masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi terkait pengelolaan anggaran. 

Meskipun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi anggaran yang 

diimplementasikan melalui platform digital telah memberikan dampak positif 

terhadap kepercayaan masyarakat, masih terdapat ruang untuk perbaikan. 

49menyatakan bahwa akses yang luas terhadap informasi anggaran publik melalui 

kanal digital meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan 

anggaran. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan 

keterbukaan informasi ini melalui website resmi pemerintah, aplikasi mobile, atau 

media sosial, sehingga dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. 

Diperlukan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai 

pentingnya partisipasi dalam pengawasan anggaran, agar masyarakat dapat berperan 

aktif dalam mengawasi penggunaan dana publik. Penelitian ini menemukan bahwa 

salah satu tantangan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah adalah rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan 

anggaran. 50menyatakan bahwa partisipasi masyarakat yang aktif dalam pengelolaan 

anggaran, baik melalui forum diskusi, konsultasi publik, maupun pelatihan literasi 

keuangan, dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Pemerintah daerah harus secara aktif melibatkan masyarakat dalam proses anggaran, 

baik melalui edukasi maupun penyelenggaraan forum partisipatif yang 

memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan mengawasi proses 

pengelolaan anggaran. 

                                                 

49 Coryn, C. L. S., Noakes, L. A., & Westine, C. D. (2022). Enhancing the legitimacy of government 
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Penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan memasukkan variabel lain yang 

mungkin berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat, seperti kinerja layanan 

publik dan partisipasi politik. Penelitian ini hanya berfokus pada transparansi 

anggaran sebagai variabel independen, sementara faktor lain yang juga dapat 

memengaruhi kepercayaan masyarakat, seperti kinerja pelayanan publik, kualitas 

infrastruktur, stabilitas politik, dan partisipasi politik, tidak dianalisis secara 

mendalam. 51menekankan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak 

hanya dipengaruhi oleh transparansi, tetapi juga oleh pengalaman masyarakat terkait 

dengan layanan publik dan bagaimana mereka dilibatkan dalam proses politik. 

Penelitian lanjutan yang melibatkan variabel-variabel tersebut akan memberikan 

gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang membentuk 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk 

interpretasi hasil dan pengembangan penelitian di masa mendatang: 

Keterbatasan geografis: Penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten 

Pamekasan, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi ke daerah lain 

dengan karakteristik yang berbeda. Karakteristik masyarakat, infrastruktur, dan 

kebijakan lokal dapat bervariasi di setiap wilayah, sehingga perlu dilakukan 

penelitian lanjutan di daerah lain untuk melihat apakah temuan ini berlaku secara 

lebih luas. 52menekankan pentingnya memperluas cakupan penelitian agar hasilnya 

lebih representatif dan dapat diimplementasikan di wilayah yang berbeda. 

Variabel independen tunggal: Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel 

independen, yaitu transparansi anggaran, yang mungkin belum cukup untuk 

menjelaskan secara menyeluruh faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah. Faktor lain, seperti kinerja layanan publik, 

partisipasi masyarakat dalam politik, dan kepuasan terhadap kebijakan pemerintah 

                                                 

51 Bauhr, M., & Grimes, M. (2019). Transparency to curb corruption? Concepts, measures, and 
empirical merit. Crime, Law and Social Change, 71(3), 273-289. https://doi.org/10.1007/s10611-018-9783-5 
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juga dapat berkontribusi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat53. Dengan 

memasukkan variabel-variabel tersebut dalam penelitian selanjutnya, dapat diperoleh 

pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai hubungan antara berbagai faktor yang 

membentuk kepercayaan masyarakat. 

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mengenai 

pengaruh transparansi anggaran terhadap kepercayaan masyarakat, namun terdapat 

ruang untuk memperbaiki dan mengembangkan penelitian lebih lanjut dengan 

mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang telah disebutkan di atas.. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
Alt, J. E., & Lassen, D. D. (2006). Transparency, political polarization, and political 

budget cycles in OECD countries. American Journal of Political Science, 50(3), 530-
550. https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2006.00200.x 

Bauhr, M., & Grimes, M. (2019). Transparency to curb corruption? Concepts, 
measures, and empirical merit. Crime, Law and Social Change, 71(3), 273-289. 
https://doi.org/10.1007/s10611-018-9783-5 

Cochran, W. G. (2007). Sampling techniques (3rd ed.). John Wiley & Sons. 
Coryn, C. L. S., Noakes, L. A., & Westine, C. D. (2022). Enhancing the legitimacy of 

government through budget transparency. Journal of Public Budgeting, 
Accounting & Financial Management, 34(2), 101-119. 
https://doi.org/10.1108/JPBAFM-05-2020-0052 

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and 
mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications. 

Field, A. (2018). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (5th ed.). SAGE 
Publications. 

Fukuyama, F. (1995). Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. Free 

Press. 
Grimmelikhuijsen, S., Porumbescu, G., Hong, B., & Im, T. (2020). The effect of 

transparency on trust in government: A cross-national comparative 
experiment. Public Administration Review, 80(3), 507-519. 
https://doi.org/10.1111/puar.13166 

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis 
(7th ed.). Pearson Education. 

Heald, D. (2006). Varieties of transparency. Proceedings of the British Academy, 135, 25-
43. 

Joshi, A., Kale, S., Chandel, S., & Pal, D. K. (2015). Likert scale: Explored and 
explained. British Journal of Applied Science & Technology, 7(4), 396-403. 
https://doi.org/10.9734/BJAST/2015/14975 

Joshi, A., Kale, S., Chandel, S., & Pal, D. K. (2015). Likert scale: Explored and 

explained. British Journal of Applied Science & Technology, 7(4), 396-403. 

                                                 

53 Porumbescu, G., Bellé, N., Cucciniello, M., & Nasi, G. (2020). Translating transparency into 
trust: Experimental evidence from an online transparency platform. Journal of Public Administration 
Research and Theory, 30(2), 312-327. https://doi.org/10.1093/jopart/muz048 



 

221 

 

https://doi.org/10.9734/BJAST/2015/14975 
Kim, S., & Lee, J. (2005). The impact of online transparency on trust in government: A 

cross-national comparison. Public Administration Review, 65(4), 556-567. 
https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2005.00492.x 

Levi, M. (1998). Consent, dissent, and patriotism. Cambridge University Press. 
Lindner, J. R., & Melton, B. L. (2021). Sampling design in social science research. 

Journal of Research Methodology, 45(3), 229-245. 

Lindstedt, C., & Naurin, D. (2019). Transparency is not enough: Making transparency 

effective in reducing corruption. Governance, 22(4), 541-561. 

https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2009.01451.x 
Mishler, W., & Rose, R. (2001). What are the origins of political trust? Testing 

institutional and cultural theories in post-communist societies. Comparative 
Political Studies, 34(1), 30-62. https://doi.org/10.1177/0010414001034001002 

Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2012). Introduction to linear regression 
analysis (5th ed.). Wiley. 

Porumbescu, G., Bellé, N., Cucciniello, M., & Nasi, G. (2020). Translating transparency 
into trust: Experimental evidence from an online transparency platform. Journal 
of Public Administration Research and Theory, 30(2), 312-327. 
https://doi.org/10.1093/jopart/muz048 

Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American 

Community. Simon & Schuster. 

https://doi.org/10.1093/jopart/muz048

